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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 
NOMOR   10  TAHUN 2008 

TENTANG 
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Bangka Selatan 
merupakan bagian Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya 
pembangunan manusia seutuhya yang merata baik materil maupun 
sprituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. bahwa guna meningkatkan usaha sektor informal di daerah yang 
tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh 
termasuk penertiban, pengawasan, perlindungan pembinaan dan 
pengaturan dalam melakukan usahanya agar berdaya guna serta 
meningkatkan kesejahteraan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3480); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
 



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4268); 

6.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor  21 Tahun 

2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E); 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANGKA SELATAN 
dan  

BUPATI BANGKA SELATAN 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI 

LIMA 
 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan. 

6. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang 
dan/atau jasa ditempat umum. 

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.  

   
BAB II 

PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA 
 

Pasal 2 
(1) Tempat usaha Pedagang Kaki Lima diatur dengan 

mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, 
kebersihan dan kesehatan. 



(2) Dilarang berdagang/berusaha dibagian jalan, trotoart dan tempat-
tempat umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

 
Pasal 3  

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus menjaga ketertiban, kerapian, 
kebersihan, keindahan, kesehatan. 

(2) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, kebersihan, kesehatan 
lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati mengatur persyaratan-persyaratan 
lebih lanjut. 

 
BAB III 

PEMBINAAN 
 

Pasal 4 
Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan 
kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Bupati memberikan pembinaan 
berupa bimbingan dan penyuluhan. 
  

BAB IV 
PENGAWASAN 

 
Pasal 5 

Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk. 
 

BAB V 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 6 

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 diancam pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran. 
 

BAB VI 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 7 

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah 
yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 



Pasal 8 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah 

daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan 
oleh Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   adalah : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap 

adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memoret seseorang; 
f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya 
melalui Penyidikan Umum memberitahu hal tersebut kepada 
Penuntut Umum, tersangka atau keluarga; 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Polri, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

   

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 



 
Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan. 
 

                                                                                                   
Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal  3 Juni 2008 
 

BUPATI BANGKA SELATAN, 
 

ttd 
 

JUSTIAR NOER 
 

Diundangkan di Toboali 
pada tanggal  3  Juni 2008 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 
 

ttd 
 

ANDI HUDIRMAN 
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